BUPATI BERAU
PROVINSI KALIAMNTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati
Berau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1

Laporan realisasi anggaran sebagaimana tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli DRaeraht .......cosvvissossasissyusse Rp 210.437.540.329,57
b. Pendapatan Perimbangan ..........c.c.cocvvevvininnns Rp 1.682.458.853.256,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .......... Rp 426.823.054.542,65

Jumlah PENAapalan .. .ccvommoimmumsisosmons e s sessousiss Rp 2.319.719.448.128,22
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2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja PegawWal iuaaoissssavssnsvenvannvrmssass Rp
2)  Belanja SubMIAL ..usiansivassnsaninssansnins i Rp
3) Belanja Hibah .........ccccoovviniiiiiiiiiiiiinn.. Rp
4) Belanja Bantuan Sosial ...........c.ccceeuennnanen. Rp
5] Belania Bagl Hagll ....cooiiuenimimmisimaraine Rp
6) Belanja Bantuan Keuangan ...................... Rp
7) Belanja Tidak Terduga ... coevsssssverssvassones Rp

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belnnin PEERWEL «scciisssssonsunmsinmunesn ss auspss
2) Belanja Barang dan Jasa ...........ccocceevnennnnn.
3) Belanja Modal .......comssammismomasmeanes

---------

571.654.061.179,80
0,00
29.703.859.280,00
2.533.710.000,00
5.591.073.000,00
306.621.906.968,00
0,00

.................................

65.987.363.962,00
504.784.537.694,24

635.123.454.905,41

Juminh Belarja LERPRUNE ..o sssassmsinnssn

Jumlaly BeIBINE ;.o isniiomesnaenssn s iioavsissaice s s
Surplia/[Delait] ........ .o i bvsnsrsass ana

Rp

916.104.610.427,80

1.205.895.356.561,65

2.121.999.966.989,45
197.719.481.138,77
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c. Pembiayaan
N PERERRRR. 0. o o il S8 TS i ey s Rp 607.733.624.197,87
2) Penigelarng i cnomonmsssmsimmmmsinsassssonmsinsii Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan .........cccoceveiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiieiicccieieee e Rp 607.733.624.197,87

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan............. =D 805.453.105.336,64

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini;

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran
laporan realisasi anggaran;

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini;

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
p al, 29 Agustus 2019

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Agustus 2019

“"BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 59



